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GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN
VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

(Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia
Nomor 19/4/PADG/2017, tanggal 28 April 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas
transmisi kebijakan moneter dilakukan perubahan

‘ kebijakan perhitungan giro wajib minimum;

b. bahwa perubahan perhitungan tersebut bertujuan
untuk memberikan fleksibilitas, meningkatkan
efisiensi pengelolaan likuiditas bank, dan mengu-
rangi volatilitas suku bunga;

c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlu-
kan pengaturan pemenuhan sebagian giro wa-
jib minimum primer secara rata-rata dan penye-
suaian lainnya terkait giro wajib minimum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢,
perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gu-
bernur tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum
dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum
Konvensional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3843}
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tamba-
han Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4962);

2. Peraturan Bank indonesia Nomor 15/15/PBI/2013
tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam
Rupiab dan Valuta Asing bagi Bank Umum Kon-

vensional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 235, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5478) seb-
agaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/
PBI/2017 tentang Perubahan Kelima atas Per-
aturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013
Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam
Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Kon-
vensiconal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TEN-
TANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM
RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur
ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank .umum sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
perbankan, termasuk kantor cabang dari bank
yang berkedudukan di luar negeri, yang melaku-
kan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam
Valuta Asing adalah Bank yang mempercleh per-
setujuan dari otoritas yang berwenang untuk
melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

3. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya dis-
ingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan seb-
agaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

4. Dana Pihak Ketiga Bank yang selanjutnya dising-
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10.

1.

12.

13.

kat DPX adalah kewajiban Bank kepada penduduk
dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta as-
ing.

Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai rekening giro di Bank Indone-
sia. '

Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya

" disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening

Giro dalam mata uang rupiah,

Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selahjut-

nya disebut Rekening Giro Valas adalah Rekening

Giro dalam valuta asing.

Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat

GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib

dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan

oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu
dari DPK.

GWM Primer adalah simpanan minimum dalam

rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam

bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia
yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia
sebesar persentase tertentu dari DPK.

GWM Sekunder adalah cadangan minimum dalam

rupiah yang waijib dipelihara oleh Bank dalam ben-

tuk Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito

Bank Indonesia, dan Surat Berharga Negara, yang

besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar

persentase tertentu dari DPK.

Loan to Funding Ratio yang selanjutnya disingkat

LFR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pi-

hak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak

termasuk kredit kepada bank lain, terhadap:

a. dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan,
dan deposito dalam rupiah dan valuta asing,
tidak termasuk dana antarbank; dan

b. surat berharga dalam rupiah dan valuta asing
yang memenuhi persyaratan tertentu yang
‘diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sum-
ber pendanaan.

LFR Target adalah kisaran LFR yang dibatasi oleh

batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM

LFR.

GWM LFR adalah simpanan minimum dalam rupi-

ah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk

saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebe-
sar persentase tertentu dari DPK yang dihitung

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

berdasarkan selisin antara LFR yang dimiliki aleh
Bank dengan LFR Target.

Jakarta Interbank Offered Rate yang selanjutnya
disebut JIBOR adalah Jakarta Interbank Offered
Rate sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga
penawaran antarbank.

Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya dis-
ingkat SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia seb-
agaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indo-
nesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selan-
jutnya disingkat SDB! adalah Sertifikat Deposito
Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ke-
tentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
operasi moneter.

Surat Berharga Negara yang selanjutnya dising-
kat SBN adalah surat berharga yang terdiri atas
Surat Utang Negara dalam mata uang rupiah dan
Surat Berharga Syariah Negara dalam mata uang
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia.

Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat
SUN adalah Surat Utang Negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai Surat Utang Negara, yang terdiri atas
Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Nega-
ra.

Obligasi Negara yang selanjutnya disingkat ON
adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12
(dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan
pembayaran bunga secara diskonto.

Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya

.disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu

sampai dengan 12 {dua belas} bulan dengan pem-
bayaran bunga secara diskonto.

Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya
disingkat SBSN adalah Surat Berharga Syariah
Negara atau Sukuk Negara sebagaimana dimak-
sud dalam ketentuan peraturan perundang-un-
dangan yang mengatur mengenai Surat Berharga
Syariah Negara yang terdiri atas Surat Berharga
Syariah Negara Jangka Panjang dan Surat Ber-
harga Syariah Negaré Jangka.Pendek namun ter-
batas dalam mata uang rupiah. _
Surat Berharga Syariah Negara Jangka Paﬁjang
yang selanjutnya disingkat SBSN . .ingka Panjang
adalah Surat Berharga Syariah Negara yang ber-
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24.

25,

26.
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31.

jangka waktu lebih dari 12 {dua belas} bulan den-
gan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau
secara diskonto. '

Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek

yang selanjutnya disingkat SBSN Jangka Pendek |

adalah Surat Berharga Syariah Negara yang ber-
jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas} bu-
lan dengan pembayaran imbalan berupa kupon
dan/atau secara diskonto.

Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement
System vyang selanjutnya disingkat BI-SSSS
adalah BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur rﬁen-
genai penyelenggaraan penatausahaan surat ber-
harga melalui BI-SSSS.

Sub-Rekening Investasi pada BI-SSSS adalah
subrekening untuk menampung pencatatan kepe-

milikan surat berharga yang diperoleh peserta

Bank dalam rangka program pemerintah antara
lain program rekapitalisasi perbankan, namun ter-
batas dalam mata uang rupiah.

Sub-Rekening Perdagangan atau Sub-Rekening
Aktif pada BI-SSSS adalah sub-rekening untuk
menampung pencatatan kepemilikan surat ber-
harga yang dapat diperdagangkan baik yang be-
rasal dari Sub-Rekening Investasi maupun hasil
pembelian surat berharga di pasar perdana dan di
pasar sekunder.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
yang selanjutnya disebut KPMM adalah rasio
antara modal terhadap aset tertimbang menurut
tisiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan
modal minimum bank umum.

KPMM insentif adalah KPMM vyang ditetapkan
oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan
GWM LFR.

Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter
pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM
LFR bagi Bank yang memiliki LFR kurang" dari ba-
tas bawah LFR Target.

Parameter Disinsentif Atas adalah parameter
pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM

LFR bagi Bank yang memiliki LFR lebih dari batas

atas LFR Target.

Total Kredit adalah seluruh kredit yang diberikan
oleh Banl kepada Bank dan bukan Bank dalam
rupiah dai valuta asing.
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32.

¢33,

34.

35.

36.

38.

39.

40.

Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang
selanjutnya disebut Kredit UMKM adalah kredit
usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai pemberian kredit atau pem- |
biayaan ofeh bank umum dalam rangka pengem- |
bangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Rasio Kredit UMKM adalah perbandingan antara
jumlah Kredit UMKM terhadap Total Kredit.
Rasio Nonperforming Loan Total Kredit yang se-
lanjutnya disebut Rasic NPL Total Kredit adalah
rasio antara jumlah Total Kredit dengan kualitas
kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap
Total Kredit. !
Rasio Nonperforming Loan Kredit UMKM yang se-
lanjutnya disebut Rasio NPL Kredit UMKM adalah
rasio antara jumlah Kredit UMKM dengan kualitas
kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap
Total Kredit UMKM.

Merger adalah merger sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan yang mengatur mengenai merg-
er, konsalidasi, dan akuisisi bank.

. Konsolidasi adalah konsolidasi sebagaimana di-

maksud dalam ketentuan yang mengatur menge-
nai merger, konsolidasi, dan akuisisi bank.
Tanggal Efektif adalah tanggal pelaksanaan pera-
lihan operasional dari Bank yang menggabungkan
diri kepada Bank yang menerima penggabungan |
atau dari Bank yang meleburkan diri kepada Bank
yang didirikan.

Laporan Berkala Bank Umum adalah laporan
berkala bank umum sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai laporan berkala bank umum.

Laporan Bulanan Bank Umum adalah laporan bu-
lanan bank umum sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur menge-
nai laporan bulanan bank umum. |

BAB Il
TATA CARA PERHITUNGAN GWM PRIMER
Pasal 2
GWM Primer ditetapkan sebesar rata-rata

6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam rupiah
selama masa laporan tertentu yang dipenubhi:

a.
b.

secara harian sebesar 5% (lima persen); dan
secara rata-rata untuk masa laporan tertentu
sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
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Pasal 3
Pemenuhan GWM Primer secara harian seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung

dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro

Rupiah Bank di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam
2 (dua) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah
DPK dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4
{empat) masa laporan sebelumnya.

(1

(2)

{n

{2)

{3)

{4)

(5)

Pasal 4

Pemenuhan GWM Primer secara rata-rata seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihi-
tung dengan membandingkan rata-rata posisi sal-
do Rekening Gire Rupiah Bank di Bank Indonesia
pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) masa
laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK
dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4
{empat) masa laporan sebelumnya.
Pemenuhan GWM Primer secara rata-rata seb-
agaimana dimaksud pada ayat {1} hanya dapat
dipenuhi setelah Bank memenuhi GWM Primer
secara harian.

Pasal 5
Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran
atas kewajiban pemenuhan GWM Primer kepada
Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi.
Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM
Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-
berikan atas kewajiban pemenuhan GWM Primer
secara harian sebesar 1% (satu persen} untuk
jangka waktu 1 {satu) tahun terhitung sejak Tang-
gal Efektif pelaksanaan Merger atau Konsolidasi.
Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM
Primer sebagaimana dimaksud pada ayat {2} tidak
berlaku terhadap kewajiban pemenuhan GWM
Primer secara rata-rata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b.
Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM
dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku terhadap kewajiban pemenuhan
GWM Sekunder sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dan GWM LFR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9.
Pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenu-
han GWM Primer secara harian sebagaimana di-
maksud pada ayat {2) dilakukan atas permintaan
Ba'nk kepada Bank Indonesia.

(6)

Permintaan Bank sebagaimana dimaksud pada
ayat {b) harus disertai dengan persetujuan dari
0JK mengenai pemberian insentif Merger atau
Konsolidasi berupa kelonggaran atas kewajiban
pemenuhan GWM Primer.

BAB Il

TATA CARA PERHITUNGAN GWM SEKUNDER

Pasal 6
GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4% (em-

pat persen) dari DPK dalam rupiah.

(1)

(2)

{3)

Pasal 7
Komponen yang diperhitungkan sebagai cadan-
gan dalam pemenuhan GWM Sekunder dalam
rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
adalah:
a. SBI untuk seluruh jangka waktu;
b. SDBI untuk seluruh jangka waktu; dan/atau
¢. SBN yang mencakup:
1) SUN berupa ON dan/atau SPN, untuk se-
" luruh jenis dan jangka waktu, tidak terma-
suk SUN yang tidak dapat diperdagangkan
{non-tradable); dan/atau
2) SBSN berupa SBSN Jangka Panjang dan/
atau SBSN Jangka Pendek untuk seluruh
jenis dan jangka waktu, tidak termasuk

SBSN yang tidak dapat diperdagangkan’

(non-tradable).

SBI, SDBI, dan/atau SBN yang dapat diperhitung-
kan dalam pemenuhan GWM Sekunder dalam ru-
piah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
SBI, SDBI, dan/atau SBN milik Bank yang tercatat
pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS,
yaitu dalam:
a. Sub-Rekening Investasi; dan/atau
b. Sub-Rekening Perdagangan atau Sub-Reken-

ing Aktif,

namun tidak termasuk SBI, SDBI, dan/atau SBN |

milik Bank yang tercatat pada rekening surat ber-
harga subregistry.

Nilai SBI, SDBI, dan/atau SBN yang digunakan
dalam perhitungan GWM Sekunder adalah nilai
pasar (market value) yang tercantum di BI-SSSS
untuk SBI, SDBI, dan/atau SBN dimaksud.

Pasal 8
Pemenuhan GWM Sekunder sebagaimana di-
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maksud pada Pasal 6 dihitung dengan membanding-

kan jumlah SBI, SDBI, dan/atau SBN milik Bank yang |

tercatat di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 2
(dua) masa laporan terhadap ratarata harian jumlah
DPK dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4
(empat} masa laporan sebelumnya.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN GWM LFR
Bagian Kesatu
Besaran dan Parameter GWM LFR
Pasal 9
GWM LFR ditetapkan sebesar hasil perhitun-
gan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Param-
eter Disinsentif Atas dengan selisih antara LFR Bank
dan LFR Target dengan memperhatikan selisih antara
KPMM Bank dan KPMM Insentif.

Pasal 10
{1} Besaran dan parameter yang digunakan dalam

perhitungan GWM LFR sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

a. batas bawah LFR Target sebesar 80% (dela-
pan puluh persen);

b. batas atas LFR Target sebesar 92% (sembilan
puluh dua persen);

c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas
persen);

d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 {nol

koma satu}; dan

e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol
koma dual).

(2) Batas atas LFR Target untuk Bank sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf b ditetapkan sebe-
sar 94% (sembilan puluh empat persen) dalam
hal Bank:

a. memenuhi Rasio Kredit UMKM lebih cepat
dari target waktu tahapan pencapaian Rasio
Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai pemberian kredit atau pembiayaan
oleh bank umum dan bantuan teknis dalam
rangka pengembangan usaha mikro, kecil,
dan menengah, sebagai berikut:

1. paling sedikit 5% (lima persen) untuk po-

sisi tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan
tanggal 30 November 2015 untuk perhi-
tungan GWM LFR mulai tanggal 1 Agustus
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(1)

(2)

(3)

2015 sampai dengan tanggal 31 Januari
20186;

2. paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk

~ posisi tanggal 31 Desember 2015 sampai

dengan tanggal 30 November 2016 untuk
perhitungan GWM LFR mulai tanggal 1
Februari 2016 sampai dengan tanggal 31
Januari 2017;

3. paling sedikit 15% (lima belas persen) un-
tuk posisi tanggal 31 Desember 2016 sam-
pai dengan tanggal 30 November 2017 un-
tuk perhitungan GWM LFR mulai tanggal 1
Februari 2017 sampai dengan tanggal 31
Januari 2018; atau |

4. paling sedikit 20% {(dua puluh persen) un- |
tuk posisi tanggal 31 Desember 2017 sam-
pai dengan tanggal 30 November 2018 un-
tuk perhitungan GWM LFR mulai tanggal 1.
Februari 2018 sampai dengan tanggal 31
Januari 2019;

b. memenuhi Rasio NPL Total Kredit secara bru-
to {gross) kurang dari 5% (lima persen); dan

c. memenuhi Rasio NPL Kredit UMKM secara
bruto (gross) kurang dari 5% (lima persen).

Bagian Kedua
Sumber Data dan Nilai yang Digunakan
Pasal 11
Perhitungan LFR menggunakan sumber data dan
nilai sebagai berikut:
a. kredit;
b. dana pihak ketiga; dan
c. surat berharga yang diterbitkan Bank.
Data kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diperoleh dari pos kredit yang diberikan
kepada pihak ketiga bukan bank dalam Formulir 2
Neraca Mingguan pada tanggal akhir data laporan |
pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya dalam '
Laporan Berkala Bank Umum yang disampaikan |
Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang
mengatur mengenai laporan berkala bank umum.
Dana pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diperoleh dari pos giro, pos
tabungan, dan pos simpanan berjangka dalam
Formulir 2 Neraca Mingguan pada tanggal akhir
data laporan pada 4 (empat) masa laporan sebel-
umnya dalam Laporan Berkala Bank Umum, yang
disampaikan Bank sebagaimana diatur dal?m ke- |
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tentuan yang mengatur rnengenai laporan berkala
bank umum.

(4} Surat berharga vang diterbitkan Bank sebagaima-

na dimaksud pada ayat {1} huruf ¢ diperoleh dari:

a. saldo total nominal dalam laporan surat ber-
harga yang diterbitkan oleh Bank posisi 2
(dua) masa laporan sebelumnya yang disam-
paikan Bank kepada Bank Indonesia secara
bulanan; atau

b. saldo total nominal dari laporan surat berharga
vang diterbitkan oleh Bank yang diperoleh dari
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam hal
Bank Indonesia telah mengumumkan melalui
surat pemberitahuan kepada Bank mengenai
penghentian kewajiban penyampaian laporan
surat berharga yang diterbitkan.

Pasal 12
Penggunaan Data KPMM dalam perhitungan

GWM LFR diatur sebagai berikut:

a.

KPMM vang digunakan dalam perhitungan GWM
LFR adalah KPMM triwutanan dari Bank yang ber-
sangkutan; dan

KPMM triwulanan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a merupakan KPMM Bank untuk posisi akh-

ir triwulan, yaitu sebagai berikut:

1. KPMM pada posisi akhir bulan Maret digunak-
an untuk perhitungan GWM LFR harian untuk
bulan Juni, Juli, dan Agustus;

2. KPMM pada posisi akhir bulan Juni digunakan
untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bu-
lan September, Oktober, dan November;

3. KPMM pada posisi akhir bulan September di-
gunakan untuk perhitungan GWM LFR harian

" untuk bulan Desember pada tahun yang sama
serta bulan Januari dan Februari pada tahun
berikutnya; dan _

4. KPMM pada posisi akhir bulan Desember di-
gunakan untuk perhitungan GWM LFR harian
untuk bulan Maret, April, dan Mei pada tahun
berikutnya.

Pasal 13
Perhitungan Rasio Kredit UMKM, Rasio NPL

Total Kredit Bank, dan Rasio NPL Kredit UMKM meng-

gunakan sumber data dan nilai yang berasal dari:

a.

daftar rincian kredit yang diberikan dalam Laporan
Bulanan Bank Umum posisi 2 {(dua) masa laporan
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“sebelumnya yang disampaikan Bank sebagaima-

na dimaksud dalam ketentuan yang mengatur

mengenai laporan bulanan bank umum, untuk:

1. Kredit UMKM selain yang dilakukan dengan
pola executing;

2. Total Kredit;

3. non-performing loan Total Kredit; dan

4. non-performing loan Kredit UMKM selain yang
dilakukan depgan pola executing, dan

laporan realisasi pemberian kredit atau pembiay-

aan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui

kerja sama pola executing sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur

mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh

bank umum dalam rangka pengembangan usaha

mikro, kecil, dan menengah untuk:

1. Kredit UMKM vyang dilakukan dengan pola ex-
ecuting; dan

2. non-performing loan Kredit UMKM yang di-
lakukan dengan pela executing,

yang disampaikan Bank secara triwulanan.

Pasal 14
Penggunaan data dari laporan realisasi pem-

berian kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil,
dan menengah melalui kerja sama pola executing se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diatur
sebagai berikut:

a.

(1)

posisi akhir bulan Maret digunakan untuk perhi-
tungan GWM LFR harian untuk bulan Mei, Juni,
dan Juli;

posisi akhir bulan Juni digunakan untuk perhitun-
gan GWM LFR harian untuk bulan Agustus, Sep-
tember, dan Oktober;

posisi akhir bulan September digunakan untuk
perhitungan GWM LFR harian untuk bulan No-
vember dan Desember pada tahun yang sama
serta Januari pada tahun berikutnya; dan

posisi akhir bulan Desember digunakan untuk per-
hitungan GWM LFR harian bulan Februari, Maret,
dan April pada tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Perhitungan Pemenuhan GWM LFR
Pasal 15
LFR Bank merupakan persentase yang ihitung
antara perbandingan kredit dengan penjumlahan
dana pihak ketiga dan surat berharga yang diter-
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(2)

{3)

- {4)

(5)

(6

{1)

(2)

(3)

bitkan Bank.

Dalam hal LFR Bank berada dalam kisaran LFR
Target maka GWM LFR Bank adalah sebesar 0%
{nol persen} dari DPK dalam rupiah.

Dalam hal LFR Bank lebih kecil dari batas bawah
LFR Target maka GWM LFR merupakan hasil
perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah,
selisih antara batas bawah LFR Target dan LFR
Bank, dan DPK dalam rupiah.

Dalam hal LFR Bank lebih besar dari batas atas
LFR Target dan KPMM Bank lebih kecil dari KPMM
Insentif maka GWM LFR mearupakan hasil perka-
lian antara Parameter Disinsentif Atas, selisih an-
tara LFR Bank dan batas atas LFR Target, dan
DPK dalam rupiah.

Dalam hal LFR Bank lebih besar dari batas atas
LFR Target dan KPMM Bank sama atau lebih be-
sar dari KPMM Insentif maka GWM LFR Bank
adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam
rupiah.

DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sam-
pai dengan ayat (5) diperoleh dari rata-rata har-
ian jumlah DPK dalam 2 (dua} masa laporan pada
4 (empat) masa laporan sebelumnya pada lapo-
ran DPK rupiah dan valuta asing dalam Laporan
Berkala Bank Umum.

Bagian Keempat
Perhitungan Rasio Kredit UMKM, Rasio NPL
Total Kredit, dan Rasio NPL Kredit UMKM
Pasal 16

Rasio Kredit UMKM dihitung dengan memband-
ingkan jumlah Kredit UMKM terhadap Total
Kredit. g
Rasio NPL Total Kredit Bank merupakan perhi-
tungan rasio antara jumlah Total Kredit dengan

kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, ter- |

hadap Total Kredit.

»Rasio NPL Kredit UMKM merupakan perhitungan |

rasio antara jumlah Kredit UMKM dengan kualitas
kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap
jumlah Kredit UMKM.

.BAB V
TATA CARA PERHITUNGAN GWM
DALAM VALUTA ASING
Pasal 17
GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar

8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing.

Pasal 18

*Pemenuhan GWM dalam valuta asing seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 17 dihitung den-
gan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Va-
las Bank di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1
{satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah
DPK dalam valuta asing dalam 1 (satu) masa laporan
pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

BAB VI
PEMENUHAN GWM BAGI BANK YANG
MELAKUKAN MERGER ATAU KONSOLIDASI, BANK
YANG MELAKUKAN PERUBAHAN
KEGIATAN USAHA MENJADI BANK UMUM
SYARIAH, DAN BANK YANG BARU MENJADI BANK
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DALAM
VALUTA ASING
Bagian Kesatu
Bank yang Melakukan Merger atau Konsolidasi
Pasal 19
Pemenuhan GWM Primer bagi Bank yang
melakukan Merger atau Konsolidasi diatur sebagai
berikut:

a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum Tang-
gal Efektif pelaksanaan Merger atau Konsolidasi
maka pemenuhan GWM Primer untuk masing-ma-
sing Bank dihitung dengan tata cara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;

b. pada 1 (satu} hari kerja sebelum Tanggal Efektif
pelaksanaan Merger atau Konsolidasi, pemenu-
han GWM Primer hanya dihitung untuk Bank ha-
sil Merger atau Konsolidasi dengan menggunakan
data gabungan Bank yang melakukan Merger
atau Konsolidasi dengan tata cara perhitungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal
4;

c. sampai dengan 4 (empat) masa laporan pada
Laporan Berkatla Bank Umum Bank hasil Merger
atau Konsolidasi tersedia maka pemenuhan GWM
Primer dihitung dengan membandingkan saldo
Rekening Giro Bank hasil Merger atau Konsolidasi
pada Bank Indonesia dihitung dengan tata cara
perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 dan Pasal 4; dan

d. setelah 4 (empat) masa laporan pada Laporan
Berkala Bank Umum Bank hasil Merger atau Kon-
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solidasi maka pemenuhan GWM Primer untuk
Bank hasil Merger atau Konsolidasi dihitung den-
gan membandingkan saldo Rekening Giro Bank
hasil Merger atau Konsolidasi pada.Bank Indone- |
sia dihitung dengan tata cara perhitungan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 20
Pemenuhan GWM Sekunder bagi Bank yang

melakukan Merger atau Konsolidasi diatur sebagai
berikut:

a.

kan

sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum Tang-
gal Efektif pelaksanaan Merger atau Konsolidasi
maka pemenuhan GWM Sekunder untuk mas-
ing-masing Bank dihitung dengan’tata cara seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 8;

pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Efektif
pelaksanaan Merger atau Konsolidasi, pemenu-
han GWM Sekunder hanya dihitung untuk Bank
hasil Merger atau Konsolidasi dengan meng-
gunakan data gabungan Bank yang melakukan
Merger atau Konsolidasi dengan tata cara perhi-
tungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
sampai dengan 4 (empat) masa laporan pada
Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil Merger
atau Konsolidasi tersedia maka pemenuhan GWM
Sekunder dihitung dengan membandingkan jum-
lah SBI, SDBI, dan/atau SBN yang dimiliki oleh
Bank hasil Merger atau Konsolidasi pada Bank in-
donesia dengan tata cara perhitungan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 8; dan

setelah 4 (empat) masa laporan pada Laporan
Berkala Bank Umum Bank hasil Merger atau Kon-
solidasi maka pemenuhan GWM Sekunder untuk
Bank hasil Merger atau Konsolidasi dihitung den-
gan membandingkan jumlah SBI, SDBI, dan/atau
SBN Bank hasil Merger atau Konsolidasi pada
Bank indonesia dengan tata cara perhitungan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 21

Pemenuhan GWM LFR bagi Bank yang melaku-
Merger atau Konsolidasi diatur sebagai berikut:
sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum Tang-
gal Efektif pelaksanaan Merger atau Konsolidasi,
berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. pemenuhan GWM LFR diperoleh dengan

memperhitungkan LFR Bank yang merupakan

d.

persentase antara perbandingan kredit den-
gan penjumlahan dana pihak ketiga dan surat
berharga yang diterbitkan Bank, yang dihitung
untuk masingmasing Bank; dan

2. KPMM yang digunakan adalah KPMM triwula-
nan masing-masing Bank sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 12;

pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Efektif

pelaksanaan Merger atau Konsolidasi, berlaku ke-

tentuan sebagai berikut: i

1. pemenuhan GWM LFR hanya dihitung un-
tuk Bank hasil Merger atau Konsolidasi den-
gan menggunakan data gabungan Bank yang
melakukan Merger atau Konsolidasi;

2. data KPMM vyang digunakan diperoleh dari
Bank yang melakukan Merger atau Konsolida-
si berdasarkan hasil perhitungan yang dilaku-
kan oleh Bank atas penggabungan data yang
digunakan dalam perhitungan KPMM masing-
masing Bank sebelum Tanggal Efektif pelak-
sanaan Merger atau Konsolidasi;

3. Bank menyampaikan hasil perhitungan KPMM
sebagaimana dimaksud dalam angka 2) kepa-
da Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) hari
kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan
Merger atau Konsolidasi; dan

4, pemenuhan GWM LFR diperoleh dengan
memperhitungkan LFR Bank yang merupakan
persentase antara perbandingan kredit den-
gan penjumlahan dana pihak ketiga dan surat
berharga yang diterbitkan Bank, yang dihitung
untuk Bank hasil Merger atau Konsolidasi;

sejak Tanggal Efektif pelaksanaan Merger atau

Konsolidasi sampai dengan 4 (empat) masa lapo-

ran pada Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil

Merger atau Konsolidasi tersedia, berlaku keten-

tuan sebagai berikut:

1. pemenuhan GWM LFR merupakan persentase
antara perbandingan kredit dengan penjum-
lahan dana pihak ketiga dan surat berharga
yang diterbitkan Bank; dan

2. data KPMM vyang digunakan adalah data
KPMM sebagaimana dimaksud dalam huruf
b angka 2. sampai dengan tersedianya data
KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12;

setelah 4 (empat) masa Laporan Berkala Bank

Umum Bank hasil Merger atau Konsolidasi, ber-
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laku ketentuan sebagai berikut:

1. pemenuhan GWM LFR diperoleh dengan
memperhitungkan LFR Bank yang merupakan
persentase antara perbandingan kredit den-
gan penjumlahan dana pihak ketiga dan surat
berharga yang diterbitkan Bank; dan

2. data KPMM vyang digunakan adalah data
KPMM sebagaimana dimaksud dalam huruf
b angka 2 sampai dengan tersedianya data
KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12; dan

dalam hal terdapat perbedaan antara hasil per-
hitungan KPMM yang diterima oleh Bank Indo-
nesia dari OJK dengan hasil perhitungan KPMM
yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dimaksud
dalam huruf b angka 2, huruf ¢ angka 2, dan hur-
uf d angka 2 maka yang berlaku adalah KPMM
yang diterima Bank Indonesia dari OJK. -

Pasal 22
Pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi

Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi diatur
sebagai berikut:

a.

sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum Tang-
gal Efektif pelaksanaan Merger atau Konsolidasi
maka pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk
masing-masing Bank dihitung dengan tata cara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Efektif

pelaksanaan Merger atau Konsolidasi, pemenu- |

han GWM dalam valuta asing hanya dihitung un-
tuk Bank hasil Merger atau Konsolidasi dengan
menggunakan data gabungan Bank yang melaku-
kan Merger atau Konsolidasi dengan tata cara
perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18;

sampai dengan 2 (dua) masa Laporan Berkala
Bank Umum Bank hasil Merger atau Konsolidasi
tersedia maka pemenuhan GWM dalam valuta
asing dihitung dengan membandingkan saldo
Rekening Giro Valas Bank hasil Merger atau Kon-
solidasi pada Bank Indonesia dengan tata cara
perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18; dan

setelah 2 {dua) masa Lapo.ran Berkala Bank

‘Umum Bank hasil Merger atau Konsolidasi maka

pemenuhan GWM dalam valuta asing 'untuk Bank
hasil Merger atau Konsolidasi dihitung dengan

membandingkan saldo Rekening Giro Valas Bank
hasil Merger atau Konsolidasi pada Bank Indone-
sia dengan tata cara perhitungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Kedua
Bank yang Melakukan Perubahan
Kegiatan Usaha Menjadi
Bank Umum Syariah
Pasal 23
Pemenuhan GWM untuk Bank yang melaku-

kan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum
syariah diatur sebagai berikut:

a.

sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Bank
melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank
umum syariah maka pemenuhan GWM dihitung
sesuai dengan ketentuan yang mengatur menge-
nai giro wajib minimum bank umum dalam rupiah
dan valuta asing bagi bank umum konvensional;
pemenuhan GWM oleh Bank setelah melak-
sanakan kegiatan usaha sebagai bank umum sya-
riah dihitung dengan mengacu pada ketentuan

Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro

wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing

bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
perhitungan GWM sebagaimana dimaksud dalam
huruf b dilakukan dengan menggunakan data

Bank pada saat Bank belum melaksanakan keg-

iatan usaha sebagai bank umum syariah, yaitu

menggunakan data:

1. rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah
vang terdapat pada laporan DPK rupiah dan
valuta asing dalam Laporan Berkala Bank
Umum dalam 1 (satu) masa laporan pada 2
{dua} masa faporan sebhelumnya untuk perhi-
tungan GWM bagi bank umum syariah;

2 dana pihak ketiga untuk perhitungan LFR
vang terdapat pada neraca mingguan posisi
akhir tanggal laporan pada 2 (dua) masa lapo-
ran sebelumnya untuk perhitungan rasio pem-
biayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam ru-
piah bagi bank umum syariah; dan

3. kredit yang terdapat pada pos kredit yang
diberikan kepada pihak ketiga bukan Bank
dalam Formulir 2 Neraca Mingguan posisi akh-
ir tanggal laporan pada 2 (dua) masa laporan
sebelumnya untuk perhitungan rasio pembiay-
aan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah
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bagi bank umum syariah;
data Bank sebagaimana dimaksud daiam huruf
¢ digunakan sampai dengan data Bank setelah
melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum
syariah tersedia, yaitu setelah 2 (dua) masa lapo-
rari pada Laporan Berkala Bank Umum Syariah.

Bagian Ketiga

" Bank yang Baru Menjadi Bank yang Melakukan

Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing
Pasal 24
Pemenuhan GWM untuk Bank yang baru

menjadi Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam
Valuta Asing diatur sebagai berikut:

a.

selain memenuhi GWM Primer sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 2, GWM Sekunder seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan GWM

LFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bank
yang baru menjadi Bank yang Melakukan Keg-
jatan Usaha dalam Valuta Asing juga wajib me-
menuhi GWM dalam valuta asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17; dan

kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta as-
ing bagi Bank yang baru menjadi Bank yang
Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing
berlaku setelah 2 (dua) masa laporan pada Lapo-
ran Berkala Bank Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18.

BAB VI

PEMENUHAN GWM BAGI BANK YANG MENERIMA

{n

{2)

(3)

(4)

PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK
Pasal 25

Pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dikecualikan bagi bank yang me-
nerima pinjaman likuiditas jangka pendek.
Bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka
pendek wajib memenuhi GWM Primer secara har-
ian sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari
DPK dalam rupiah.
Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2), Bank yang menerima pinjaman
likuiditas jangka pendek tetap wajib memenuhi
GWM Sekunder, GWM LFR, dan GWM dalam
valuta asing.
Pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) dilakukan sejak tanggal akti-
vasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek

(1)

(2)

{3}

(1)

{2)

(3)

(1

sampai dengan satu hari sebelum tanggal peluna-
san pinjaman likuiditas jangka pendek.

Pasal 26
Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tang-
gal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka
pendek dan sejak tanggal pelunasan pinjaman li-
kuiditas jangka pendek maka pemenuhan GWM
Primer untuk bank yang menerima pinjaman likui-
ditas jangka pendek dihitung déngan tata cara pe-
menuhan GWM Primer secara harian sebagaima-
na diatur dalam Pasal 3 dan pemenuhan GWM
Primer secara rata-rata sebagaimana diatur dalam
Pasal 4.
Tanggal aktivasi dan tanggal pelunasan pinja-
man likuiditas jangka pendek sebagaimana diatur
dalam Pasal 25 ayat {4) adalah tanggal aktivasi
dan tanggal pelunasan sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek.
Dalam hal tanggal pelunasan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur atau
hari kerja yang kemudian ditetapkan pemerintah
sebagai hari libur maka pemenuhan GWM Primer
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan
pada hari kerja berikutnya.

BAB VIl
PELAPORAN

Pasal 27
Bank wajib menyampaikan laporan surat berhar-
ga vang diterbitkan kepada Bank Indonesia setiap
bulan sebagai dasar perhitungan GWM LFR den-
gan menggunakan format sebagaimana tercan-
tum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan
Gubernur ini.
Laporan surat berharga yang diterbitkan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh Bank melalui email kepada Bank Indonesia.
Bank Indonesia dapat menghentikan kewajiban
penyampaian laperan surat berharga yang diter-
bitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} den-
gan surat pemberitahuan kepada Bank.

Pasal 28
Surat berharga yang digunakan sebagai dasar
perhitungan GWM LFR dan dilaporkan ke Bank
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(2)

(3)

{1

(2)

(3)

(1)

Indonesia adalah surat berharga yang diterbitkan
oleh Bank yang memenuhi kriteria sebagai beri-
kut:

a. diterbitkan dalam bentuk medium term notes,
floating rate notes, dan obligasi selain obligasi
subordinasi;

b. ditawarkan kepada publik melalui penawaran
umum (public offering);

c. memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga

pemeringkat paling kurang setara dengan per- |

ingkat investasi;

d. dimiliki bukan Bank baik penduduk dan bukan '

penduduk; dan
e. ditatausahakan di PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia.
Lembaga pemeringkat dan peringkat sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah lem-
baga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh
OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
Bank yang tidak menerbitkan surat berharga atau
menerbitkan surat berharga namun tidak me-
menuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetap diwajibkan menyampaikan laporan surat
berharga yang diterbitkan berupa laporan nihil.

Pasal 29
Laporan surat berharga yang diterbitkan oleh

Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat |

(1) dan Pasal 28 ayat (3) wajib disampaikan ke-
pada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja pada bulan berikutnya setelah berakh-
irnya bulan laporan.

Bank dinyatakan terlambat menyampaikan lapo-
ran surat berharga yang diterbitkan apabila Bank
menyampaikan laporan setelah batas waktu pe-
nyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan 5 (lima) hari kerja berikut-
nya. ‘

Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan su-
rat berharga yang diterbitkan apabila Bank belum
menyampaikan laporan sampai dengan berakh-
irnya batas waktu keterlambatan penyampaian
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30
Laporan surat berharga yang diterbitkan seb-
agaimana limaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan
Pasal 28 yat (3) disampaikan melalui email ke-

(2)

(3)

pada: 9

a. Departemen Pengelolaan- dan Kepatuhan
Laporan c.q: Divisi Pengelolaan dan Penga-
wasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta
10350, bagi Bank yang berkantor pusat di
wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; |
atau

b. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan
Laporan c¢.q. Divisi Pengelolaan dan Penga- |
wasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta |
10350, dengan tembusan kepada Kantor Per- |
wakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank
yang berkantor pusat selain di wilayah kerja
kantor pusat Bank indonesia,

dengan alamat email sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gu-
bernur ini.

Bank harus menyampaikan secara tertulis men-

genai nama petugas dan penanggung jawab yang

ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan
laporan, serta alamat email pengirim laporan su-

rat berharga yang diterbitkan sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28

ayat (3), termasuk apabila terdapat perubahan-

nya, kepada:

a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan
Laporan c.q. Divisi Pengelfolaan dan Penga-
wasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta
10350, bagi Bank yang berkantor pusat di |
witayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; |
atau '

b. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan
Laporan c.qg. Divisi Pengelolaan dan Penga-
wasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta
10350, dengan tembusan kepada Kantor Per-
wakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank
yang berkantor pusat selain di wilayah kerja |
kantor pusat Bank Indonesia.

Dalam hal penyampaian laporan melalui email se-

bagaimana dimaksud pada ayat {2) tidak dapat i

dilakukan, Bank menyampaikan laporan surat E

berharga yang diterbitkan dalam bentuk softcopy

dan hardcopy kepada Bank Indonesia dengan al-
amat:

a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan |
Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Penga-
wasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta
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10350, bagi Bank yang berkantor pusat di
wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
atau

b. Departemen Pengelolaan dan kepatuhan
Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Penga-
wasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta
10350, dengan tembusan kepada Kantor Per-
wakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank
vang berkantor pusat selain di wilayah kerja
kantor pusat Bank Indonesia.

Batas waktu penyampaian laporan surat berhar-

ga vang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada

ayat {3) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur

dalam Pasal 29.

BAB IX
PENGENAAN SANKSI
Pasal 31

Bank yang melanggar:

a.
b.

C.

kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah;
kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing;
dan/atau

kewajiban penyampaian laporan,

dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewa-
jiban membayar.

(1)

L 12)

(1)

Pasal 32

Bank, termasuk bank yang menerima pinjaman
likuiditas jangka pendek, yang melanggar ke-
wajiban pemenuhan GWM Primer secara harian,
GWM Sekunder, dan/atau GWM LFR dikenakan
sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (se-
ratus dua puluh lima persen) dari suku bunga
jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR
dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran,
terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk
setiap hari kerja pelanggaran.

Perhitungan suku bunga jangka waktu 1 {satu)
hari overnight dari JIBOR dalam rupiah mengacu
pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai suku bunga penawaran antarbank.

Pasal 33
Bank yang melanggar kewajibaﬁ pemenuhan,
GWM Primer secara rata-rata dikenakan sanksi
kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua
puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu
1 (satu) hari overnight dari rata-ra a JIBOR dalam

{2)

{1

(2)

(1)

{2)

(3

rupiah selama 2 (dua) masa laporan, terhadap
rata-rata kekurangan GWM Primer yang wajib di-
penuhi secara rata-rata selama masa laporan ter-
tentu untuk setiap hari kerja selama 2 (dua) masa
laporan.

Perhitungan suku bunga jangka waktu 1 hari
(overnight} dari JIBOR dalam rupiah mengacu
pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai suku bunga penawaran antarbank.

Pasal 34

Bank, termasuk bank yang menerima pinjaman
likuiditas jangka pendek, yang melanggar ke-
wajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing
dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar
0,04% (nol koma nol empat persen) per hari ker-
ja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian
Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia
yvang wajib dipenuhi dengan saldo harian Reken-
ing Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem
akunting Bank Indonesia.

Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dibayarkan dalam rupiah den-

- gan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi

Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

Pasal 35
Bank yang terlambat menyampaikan laporan su-
rat berharga yang diterbitkan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 29 ayat {2) dikenakan sanksi
teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar
Rp1.000.000,00 {satu juta rupiah) per hari kerja
keterlambatan.
Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan lapo-
ran surat berharga yang diterbitkan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikenakan
sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar
sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupi-
ah). ,
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan kewa-
jiban Bank untuk menyampaikan laporan surat
berharga yang diterbitkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3).

BAB X
CONTOH PERHITUNGAN GWM
Pasal 36
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(1)

(2}

{3)

* PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

Contoh perhitungan GWM dalam rupiah, jasa
giro, dan sanksi kewajiban membayar tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan . dari Peraturan Anggota Dewan Gu-
bernur ini. .

Contoh perhitungan GWM bagi Bank vyang
melakukan Merger tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Contoh perhitungan pemenuhan GWM bagi bank
yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota
Dewan Gubernur ini,

BAB XI
KORESPONDENSI TERKAIT GWM
Pasal 37
Penyampaian surat menyurat dan komunikasi

dengan Bank Indonesia ditakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a.

dalam hal:
1. Bank mengajukan permohonan kelongga-

ran atas kewajlban pemenuhan GWM Primer |

dalam rangka Merger atau Konsolidasi;”

2. OJK mengajukan permintaan kelonggaran
atas pemenuhan ketentuan GWM LFR terha-
dap Bank yang sedang dikenakan pembatasan
kegiatan usaha; atau

3. 0JK mengajukan permintaan agar Bank dalam
status pengawasan tertentu yang sedang
dikenakan pembatasan kegiatan usaha beru-
pa penyaluran Kredit UMKM tidak dikenakan
pengurangan jasa giro, 3

maka permohonan atau permintaan tersebut dis- |

ampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan

dialamatkan kepada: 4

1. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Ja-
lan M.H. Thamrin Ne. 2, Jakarta 10350, bagi
Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja
kantor pusat Bank Indonesia; atau

2. Departemen Surveilans Sistem Keuangan,
Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350,
dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan
Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang
berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor
pusat Bank Indonesia;

dalam hal Bank menyampaikan pemberitahuan

nur i

LI

2.

tertulis bahwa Bank tutup dan menegaskan bah-
wa Bank tidak melakukan kegiatan operasional
terkait saldo giro Bank pada hari yang ditetap-
kan libur secara fakultatif maka pemberitahuan
disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksa-
naan libur secara fakultatif dengan alamat:

1. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan
Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Penga-
wasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
10350, bagi Bank yang berkantor pusat di
wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
atau ‘

2. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan
Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Penga-
wasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
10350, dengan tembusan kepada Kantor Per-
wakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank
yang berkantor pusat selain di wilayah kerja
kantor pusat Bank Indonesia.

perhitungan KPMM Bank hasil Merger atau Kon-

solidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huraf b angka 2 disampaikan oleh Bank kepada |

Bank Indonesia dengan alamat:

1. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan
Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Penga-
wasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
10350, bagi Bank yang berkantor pusat di :
wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; :
atau ’

2. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan
Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Penga-
wasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
10350, dengan tembusan kepada Kantor Per-
wakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank
yvang berkantor pusat selain di wilayah kerja
kantor pusat Bé,nk Indonesia.

BAB XlI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Pada saat Peraturan Anggota Dewan Guber-
ni mulai berlaku: -
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/DKMP
tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan Giro
Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan |
Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional:
Surat Edaran Bank Indonesia Nomar 17/47/DKEM
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tanggal 30 November 2015 perihal Perubahan
atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/
DKMP tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan
Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah
dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensicnal;

3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/3/DKEM
tanggal 15 Maret 2016 perihal Perubahan Kedua
atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/
DKMP tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan
Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah
dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional;

4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/18/
DKMP tanggal 22 Agustus 2016 perihal Peruba-
han Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No-
mor 17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015 perihal
Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum
dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum
Konvensional; _

5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/38/DKMP
tanggal 23 Desember 2016 perihal Perubahan
Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia No-
mor 17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015 perihal

Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum -
dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum

Konvensional,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai
berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

' Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gu-
bernur ini dengan penempatannya dalam Berita Nega-
ra Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2017
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,
ttd.
MIRZA ADITYASWARA

PENJELASAN
© ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/4/PADG/2017
TENTANG
.GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM
RUPIAH DAN VALUTA ASING

BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

UmMuMm

Bank Indonesia telah melakukan perubahan
kebijakan perhitungan GWM Primer yang pe-
menuhan sebagian secara rata-rata dalam rangka
mendukung pelonggaran kebijakan moneter yang
telah dilakukan.

Perubahan perhitungan GWM Primer terse-
but diharapkan akan memberikan fleksibilitas dan
pengelolaan likuiditas perbankan sehingga dapat
memperkuat peran perbankan dalam pendalaman
pasar keuangan dan semakin berperan dalam
pembiayaan perekonomian guna mendorong mo-
mentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap
menjaga stabilitas makroekonomi, di tengah ma-
sih lemahnya perekonomian global.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 dan Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Perhitungan pemenuhan persentase GWM
Primer secara harian adalah sebagai berikut:

Jumlah harian salda Rekéning Giro
rupiah Bank yang tercatat di Bank
Indonesia setiap akhir hari dalam
2 (dua) masa laporan

Rata-rata harian jumiah DPK dalam
rupiah Bank dalam 2 {dua} masa
laporan pada 4 (empat) masa
laporan sebelumnya

x 100%

Perhitungan pemenuhan persentase GWM
Primer secara harian didasarkan pada DPK dalam
rupiah Bank sebagai berikut:

a. GWM harian untuk masa laporan sejak tang-
gal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa
laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tang-
gal 15 adalah sebesar persentase GWM yang
ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK
dalam rupiah dalam masa laporan sejak tang-
gal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa
laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tang-
gal 15 bulan sebelumnya; dan

b. GWM harian untuk masa laporan sejak tang-
gal 16 sampai dengan tanggal 23 dan masa
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laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tang-
gal akhir bulan adalah sebesar persentase
GWM vyang ditetapkan dari rata-rata’ harian

jumlah DPK dalam rupiah dalam masa lapo- |

ran sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal
23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai
dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.
Pasal 4
Ayat (1)
Perhitungan pemenuhan persentase GWM

Primer secara ratarata dalam masa laporan ter- |

tentu adalah sebagai berikut:

Jumlah rata-rata saldo Rekening Giro
Rupiah Bank yang tercatat di Bank
Indonesia pada akhir hari pada setiap
akhir 2 (dua) masa laporan

Rata-rata harian jumlah DPK dalam
rupiah Bank dalam 2 (dua) masa
laporan pada 4 (empat) masa
laporan sebelumnya

x 100%

Perhitungan pemenuhan GWM Primer secara
rata-rata dalam masa laporan tertentu didasarkan
pada DPK dalam rupiah Bank sebagai berikut:

a. GWM harian untuk masa laporan sejak tang-
gal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa
laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tang-
gal 15 adalah sebesar persentase GWM yang
ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK
dalam rupiah dalam masa laporan sejak tang-
gal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa
laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tang-
gal 15 bulan sebelumnya; dan

b. GWM harian untuk masa laporan sejak tang-
gal 16 sampai dengan tanggal 23 dan masa
laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tang-
gal akhir bulan adalah sebesar persentase
GWM vyang ditetapkan dari rata-rata harian
jumlah DPK dalam rupiah dalam masa lapo-
ran sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal
23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai
dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal b
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Dengan pemberian kelonggaran atas ke- :
wajiban pemenuhan GWM Primer secara harian
sebesar 1% (satu persen) maka kewajiban pe-
menuhan GWM Primer secara harian oleh Bank
yang semula sebesar 5% (lima persen) berubah
menjadi sebesar 4% (empat persen).

Jumlah hari dalam setahun 360 hari.
Avyat (3) s/d Ayat (B}
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Penetapan jumlah SBI, SDBI, SBN yang dimil- |
iki Bank dilakukan berdasarkan data yang tercatat
pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS
sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 pada
posisi akhir hari, yaitu pada saat cut off time BI-
SSSS.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 8

Perhitungan pemenuhan persentase GWM
Sekunder adalah sebagai berikut:

SBi + SDBI + SBN
setiap akhir hari dalam 2

(dua) masa laporan
Rata-rata harian jumlah DPK
Bank dalam rupiah daiam 2 {dua)
masa laparan pada 4 (empat)
masa laporan sebelumnya

x 100%

Perhitungan pemenuhan GWM Sekunder di-
dasarkan pada DPK Bank dalam rupiah sebagai
berikut:

a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal

1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal

8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar

persentase GWM yang ditetapkan dari rata-

rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam
masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan
tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan
tanggal 15 bulan sebelumnya;

b. GWM harian untuk masa laporan sejak tang-
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gal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak
tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bu-
lan adalah sebesar persentase GWM vyang
ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK
dalam rupiah dalam masa laporan sejak iang-
gal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak
tanggal 24 sampai dengan tangga! akhir bulan
sebelumnya.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Penetapan Batas atas LFR Target sebesar

94% (sembilan puluh empat persen) sebagai beri-

kut:

Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum posisi

tanggal 31 Oktober 2017 dan laporan realisasi

pemberian kredit atau pembiayaan usaha mikro,
kecil, dan menengah melalui kerja sama pola ex-
ecuting posisi akhir bulan September 2017, Ra-
sio Kredit UMKM Bank A mencapai 16% (enam
belas persen), Rasio NPL Total Kredit sebesar

3% (tiga persen), dan Rasio NPL Kredit UMKM

sebesar 4,6% {empat koma lima persen). Dengan

demikian:

a. dalam hal Bank memiliki KPMM lebih dari
atau sama dengan 14% (empat belas persen)
maka Bank tidak terkena kewajiban tambahan
pemenuhan GWM LFR pada bulan Desember
2017; dan

b. dalam hal Bank memiliki KPMM kurang dari
14% (empat belas persen) maka batas atas
LFR Target Bank menjadi 94% (sembilan pu-
luh empat persen) untuk perhitungan GWM
LFR pada bulan Desember 2017.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Contoh penggunaan sumber data dan nilai seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan penggu-

naan data KPMM untuk perhitungan GWM LFR
sebagai berikut:

a. GWM LFR untuk masa laporan tanggal 1 Sep-
tember 2017 sampai dengan tanggal 15 Sep-
tember 2017 didasarkan pada perhitungan:
1. nilai kredit dan dana pihak ketiga pada akh-

ir masa laporan tanggal 8 Agustus 2017
sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;

2. nilai surat berharga yang diterbitkan pada
posisi tanggal 31 Juli 2017; dan

3. KPMM yang digunakan adalah KPMM pada
posisi akhir bulan Juni 2017.

b. GWM LFR untuk masa laporan tanggal 16
September sampai dengan tanggal 30 Sep-
tember 2017 didasarkan pada perhitungan:
1. nilai kredit dan dana pihak ketiga pada akh-

ir masa laporan tanggal 24 Agustus 2017
sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
dan

2. nilai surat berharga yang diterbitkan pada
posisi tanggal 31 Juli 2017.

3. KPMM yang digunakan adalah KPMM pada
posisi akhir bulan Juni 2017.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Contoh penggunaan sumber data dan nilai

yang digunakan untuk perhitungan Rasio Kredit

UMKM, Rasio NPL Total Kredit Bank, dan Rasio

NPL Kredit UMKM, yaitu:

a. Perhitungan Rasio Kredit UMKM, Rasio NPL
Total Kredit, dan Rasio NPL Kredit UMKM
Bank untuk bulan September 2017 didasar-
kan pada data:

1. Daftar rincian kredit yang diberikan dalam
Laporan Bulanan Bank Umum bulan Juli
2017; dan

2. Laporan realisasi pemberian kredit atau
pembiayaan usaha mikro, kecil, dan
menengah melalui kerja sama pola execut-
ing bulan Juni 2017.

b, Perhitungan Rasio Kredit UMKM, Rasio NPL
Total Kredit, dan Rasio NPL Kredit UMKM
Bank untuk bulan Desember 2017 didasarkan
pada data:

1. Daftar rincian kredit yang diberikan dalam
Laporan Bulanan Bank Umum bulan Okto-
ber 2017; dan

2. Laporan realisasi pemberian kredit atau
pembiayaan usaha mikro, kecil, dan
menengah melalui kerja sama pola execut-
ing bulan September 2017.

Pasal 15

Ayat (1)
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Rumus perhitungan LFR Bank sebagai berikut:

Kredit

LR Qo (dana pihak ketiga + x ook
Surat Berharga yang diterbitkan Bank)
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Rumus perhitungan- GWM LFR dalam hal LFR

Bank lebih kecil dari batas bawah LFR Target

adalah sebagai berikut:

GWM LFR = Parameter Disinsentif Bawah x
(batas bawah LFR Target - LFR
Bank) x DPK dalam rupiah Yo

Ayat (4) '

Rumus perhitungan GWM LFR dalam hal LFR

Bank lebih besar dari batas atas LFR Target dan

KPMM Bank lebih kecil dari KPMM Insentif adalah

sebagai berikut:

GWM LFR = Parameter Disinsentif Atas x (LFR
Bank - batas atas LFR Target) x |
DPK dalam rupiah

Ayat (5) dan Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat {1}

Rumus perhitungan Rasio. Kredit UMKM adalah

sebagai berikut:

Rasio Kredit UMKM

Kredit UMKM pada LBU + Kredit UMKM Executing

Total Kredit pada LBU

Ayat (2)
Rumus perhitungan Rasio NPL Total Kredit Bank
adalah sebagai berikut:
Rasio NPL Total Kredit
non - performing loan Total Kredit pada LBU
Total Kredit pada LBU

Ayat (3)
Rumus perhitungan Rasio NPL Kredit UMKM
adalah sebagai berikut:
Rasio NPL Kredit UMKM
non - performing loan Kredit UMKM pada LBU +
non - performing loan Kredit UMKM Executing
Kredit UMKM pada LBU +
Kredit UMKM Executing

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18 .

Perhitungan pemenuhan persentase GWM
dalam vaiuta asing adalah sebagai berikut:
Jumlah harian saldo Rekening Giro
Valas Bank yang tercatat di Bank
Indonesia setiap hari dalam 1 {satu)
masa laporan

— x100%
Rata-rata harian jumlah DPK dalam

valuta asing Bank dalam 1 (satu)
masa laporan pada 2 {dua) masa
laporan sebelumnya

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta as-
ing didasarkan pada DPK dalam valuta asing Bank
sebagai berikut: .
a. GWM harian untuk masa laporan sejak tang-
gal 1 sampai dengan tanggal 7 adalah sebe-
sar persentase GWM dalam valuta asing yang
ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK

i . [
dalam valuta asing dalam masa laporan sejak |

tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan
sebelumnya;

b. GWM harian untuk masa laporan sejak tang-
gal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebe-
sar persentase GWM dalam valuta asing yang
ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK
dalam valuta asing dalam masa laporan sejak

tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan '

sebelumnya;

¢. GWM harian untuk masa laporan sejak tang-
gal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah
sebesar persentase GWM dalam valuta asing

" yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah

DPK dalam valuta asing dalam masa laporan
sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bu-
lan yang sama; dan

d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal
24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah
sebesar persentase GWM dalam valuta asing
yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah
DPK dalam valuta asing dalam masa laporan
sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bu-
lan yang sama.

Pasal 19 dan Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
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Huruf a
Rumus LFR Bank:

Kredit

LFR Bank = x 100%
(dana pihak ketiga +

Surat Berharga yang diterbitkan Bank)

Keterangan:

1. Kredit diperoleh dari pos kredit dalam neraca
mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum
posisi 4 (empat) masa laporan sebelurnnya.

2. Dana pihak ketiga diperoleh dari pos dana
pihak ketiga dalam neraca mingguan pada
Laporan Berkala Bank Umum posisi 4 {empat)

. masa laporan sebelumnya.

3. Surat berharga yang diterbitkan diperoleh dari
saldo total nominal dalam laporan surat ber-
harga yang diterbitkan posisi 2 (dua) masa
laporan sebelumnya.

Huruf b
Rumus LFR Bank:

Kredit

LFR Bank = x 100%
(dana pihak ketiga +

Surat Berharga yang diterbitkan Bank)

Keterangan:

1. Kredit diperoleh dari penjumiahan kredit Bank
yang melakukan Merger atau Konsolidasi
yang didasarkan pada pos kredit dalam neraca
mingguan pada Lapcran Berkala Bank Umum
posisi 4 (empat) masa laporan sebelumnya.

2. Dana pihak ketiga diperoleh dari penjumtah-
an dana pihak ketiga Bank yang melakukan
Merger atau Konsolidasi yang didasarkan
pada pos DPK dalam neraca mingguan pada
Laporan Berkala Bank Umum posisi 4 {(empat)
masa laporan sebelumnya.

3. Surat berharga yang diterbitkan diperoleh dari
penjumiahan saldo pada pos total nominal
dalam laporan surat berharga yang diterbitkan
posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya un-
tuk Bank yang melakukan Merger atau Kon-
solidasi.

Huruf ¢
Rumus LFR Bank:

Kradit
LFR Bank = x 100%
{dana pihak ketiga +

Surat Berharga yang diterbitkan Bank)

Keterangan:

1. Kredit diperoleh dari penjumlahan kredit Bank
yang melakukan Merger atau Konsolidasi
yang didasarkan pada pos kredit dalam neraca
mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum
posisi 4 {(empat) masa laporan sebelumnya.

2. Dana pihak ketiga diperoleh dari penjumiah-
an dana pihak .ketiga Bank yang melakukan
Merger atau Konsoclidasi yang didasarkan
pada pos dana pihak ketiga dalam neraca
mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum
posisi 4 (empat) masa laporan sebelumnya.

3. Surat berharga yang diterbitkan dipercleh dari
penjumlahan saldo pada pos total nominal
dalam laporan surat berharga yang diterbitkan
posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya un-
tuk Bank yang melakukan Merger atau Kon-
solidasi.

Huruf d

Rumus LFR Bank:

Kredit

LFR Bank = x 100%
(dana pihak ketiga +

Surat Berharga yang diterbitkan Bank!}

Keterangan:

1. Kredit diperoleh dari kredit Bank hasil Merger
atau Konsolidasi yang didasarkan pada pos
kredit dalam neraca mingguan pada Laporan
Berkala Bank Umum posisi 4 {empat} masa
laporan sebelumnya.

2. Dana pihak ketiga diperoleh dari dana pihak
ketiga Bank hasil Merger atau Konsolidasi
yang didasarkan pada pos dana pihak ketiga
dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala
Bank Umum posisi 4 {empat) masa laporan
sebelumnya.

3. Surat berharga yang diterbitkan diperoleh dari
penjumlahan saldo pada pos total nominal
dalam laporan surat berharga yang diterbitkan
posisi 2 {dua) masa lapotan sebelumnya dari
Bank yang melakukan Merge: atau Konsoli-
dasi sampai tersedia data surat berharga yang
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diterbitkan Bank hasil Merger atau Konsolidasi |

yaitu setelah 2 (dua) masa laporan surat ber-

harga yang diterbitkan.
Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22 s/d Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Avyat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Bank Indonesia dapat menghentikan kewa-
jiban penyampaian laporan surat berharga yang
diterbitkan Bank antara lain apabila PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia dapat menyediakan data
surat berharga yang diterbitkan Bank untuk perhi-
tungan LFR.

Pasal 28 s/d Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat {1)

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas
pelanggaran GWM dalam rupiah yang wajib di-
penuhi secara harian dihitung dengan rumus seb-

- agai berikut:

125% x suku bunga JIBOR dalam rupiah x
kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib
dipenuhi secara harian x hari kerja

360

Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1}

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas
pelanggaran GWM Primer secara rata-rata dihi-
tung dengan rumus sebagai berikut: '

125% x rata-rata JIBOR dalam rupiah
selama 2 (dua) masa laporan x
kekurangan GWM Primer yang waijib
" dipenuhi secara rata-rata x jumlah hari
kerja selama 2 (dua) masa laporan
360

Ayat {2)
Cukup 2las.

Pasal 34

Ayat (1)

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas
pelanggaran GWM dalam valuta asing dihitung
dengan rumus sebagai berikut: Kekurangan GWM
dalam valuta asing x 0,04% x hari kerja
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35 dan Pasal 36
Cukup jelas.

Pasat 37

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Pada tanggal 1 November 2017, Pemerintah

Daerah X memutuskan tanggal tersebut sebagai

hari libur di wilayah tersebut. Namun, Kantor Per-

wakilan Bank Indonesia di wilayah tersebut tetap
beroperasi. Dalam hal terdapat:

1. Bank yang berkantor pusat di wilayah terse-
but beroperasi, maka Bank tersebut tetap
dikenakan kewajiban pemenuhan GWM.

2. Bank yang berkantor pusat di wilayah terse-
but tutup, maka Bank tersebut tidak dikena-
kan kewajiban pemenuhan GWM apabila telah
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada
Bank Indonesia paling lambat tanggal 31 Ok-
tober 2017, yang menegaskan bahwa Bank
baik kantor pusat maupun kantor cabang
Bank tidak melakukan kegiatan operasional
terkait saldo giro Bank.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Pasal 38 dan Pasal 39
Cukup jelas.
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